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Model penguatan organisasi dalam restrukturisasi kelembagaan, proses terstruktur dan kerangka sederhana mencari tatanan lebih baik dalam memudahkan, memperjelas fenomena yang dialami pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah perlu diperhatikan sebagai wujud konkrit dari barisan terdepan pelaksana tugas pemerintah daerah.

Fokus penelitian pada struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah. Bagaimana dasar hukum,  penerapan konsep restrukturisasi kelembagaan dan urgensinya sebagai model penguatan organisasi.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berlokasi di Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas menggunakan trianggulasi dan audit trail.

Penerapan konsep restrukturisasi kelembagaan sebagai model penguatan organisasi perangkat daerah berdasarkan landasan hukum restrukturisasi kelembagaan. Model penguatan organisasi perangkat daerah memperhatikan  aplikasi variabel besaran organisasi dan elemen dasarorganisasi dalam merestrukturisasi kelembagaan. Urgensi restrukturisasi kelembagaan melihat arti pentingnya regulasi restrukturisasi kelembagaan, penjabaran kewenangan/ urusan, realisasi  tujuan, optimalisasi potensi daerah.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang secara umum mampu mengharmonisasikan, dan memantapkan konsep restrukturisasi dalam penataan organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, kebutuhan empiris, tantangan yang dihadapi dan merencanakan ke depan pemerintahan daerahnya. Dianjurkan agar pemerintah daerah memfokuskan pada pengkonsentrasian dan pengoptimalisasian fungsi dinas dan  lembaga  teknis dan potensi daerah tersebut.







